BAB IV
ANALISISPERAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH DALAM
PENYELESAIAN WALI ADLAL DI KUA KECAMATAN WIROSARI

KABUPATEN GROBOGAN

A. Alasan Terjadinya Wali Nikah di KUA Kecamatan Wirosari
Kabupaten Grobogan Enggan Untuk M enikahkan Anaknya
Sebagaimana yang telah penulis paparkan pada baldaiu tiga
bahwa permasalahan wali nikah adalah pembahasanpgding penting di
dalam hukum pernikahan. Sehingga Kompilasi Hukufanmsjuga tidak
ketinggalan di dalam mengatur hal tersebut. PadalR® KHI menegaskan
setegas-tegasnya sebagai berikut:
Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yangihaipenuhi
bagi calon mempelai wanita yang bertindak untukikadrkannya.

Ini adalah sebuah rukun/syarat menurut mayoritasnal kecuali
mazhab Hanafi. Maka menurut mayoritas ulama, peh@k hanya akan sah
apabila ada wali, berdasarkan ayat Al Qur'an Al &af ayat 232 sebagai

berikut:
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! Departemen AgamalUU No.1/1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
Kompilasi Hukum Islam di Indonesi8imas Islam dan Penyelenggaraan Haiji, Jakarta4,26.
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“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamwlul sampai idahnya,
maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) @emglon suaminya”.
(QS. Al Bagarah: 232)

Menurut Imam Syafi’i, ayat inilah yang paling jeldalam perlunya
wali. Yang dimaksud dengan wali dalam perkawinaaadseseorang yang
bertindak atas nama mempelai perempuan dalam skatl nikah. Akad
nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak lakiilglang dilakukan oleh
mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempamg dilakukan walinya.

Dari penelitian yang penulis lakukan di KUA KecaaratWirosari
ditemukan berbagai alasan yang dikemukakan oleAkpkeluarga untuk
enggan menjadi wali, ada yang berkaitan dengankakpgdakcocokan
dengan calon mempelai laki-laki, karena calon méangeki-laki belum
memiliki pekerjaan, masih sangat muda, karena otaagsudah memiliki
calon untuk anaknya, serta faktor hari yang tidaik menurut adat jawa.

Sementara jelas sekali disebutkan seorang wak tifgerbolehkan
menghalangi seorang wanita yang akan menikah bilwanya telah saling
mencintai. Apabila tidak ditangani secara intenakan timbul hubungan
yang tidak harmonis antara calon pengantin peremmigamgan walinya,
bahkan sangat mungkin terjadi sengketa yang bemnkapgan, sehingga
berakhir di Pengadilan Agama, yang dapat meniminulldampak
psikologis, baik bagi calon pengantin, wali, damm deluarga besar, yaitu
keluarga calon pengantin perempuan maupun kelaalga pengantin laki-

laki.

46-47.

2 Departemen Agama RAI-Qur'an Dan TerjemahnyaJakarta: CV. Kathoda, 2005, h.
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Bahkan kalangan Ulama Hanafiyah menjelaskan bahaji wagi
orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkesimguntuk kawin, dan
memiliki perlengkapan untuk kawin ia takut akanjeremus berbuat zina
kalau ia tidak kawiri. Maka sangat jelas sekali bahwa menikah itu adalah
wajib bagi orang yang sudah mampu dari sisi mapsikologis, maupun
biologis.

Di samping itu, kasus pernikahan waldlal yang berakhir di
Pengadilan Agama, juga akan menambah beban fihahaigi calon
mempelai yang pada akhirnya akan ditanggung olkmcaempelai, belum
lagi waktu yang tersita untuk berperkara di Perigadhgama. Keberadaan
seorang wali dalam akad nikah adalah suatu kehamesa tidak sah akad
perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Ini adalpendapat jumhur
ulama. Hal ini berlaku untuk semua perempuan yasgada atau masih
kecil, masih perawan atau sudah janda.

Memang tidak ada satu ayat Al Quran pun yang sedatas
menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawiviang ada hanya
ayat-ayat yang dapat dipahami menghendaki adanyaseperti dalam

surat Al Bagarah ayat 221 sebagai berikut:
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“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sehahereka beriman.
Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih daripada

¥ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Figh Munakaldain
Undang-Undang Perkawinadakarta: Putra Grafika, h. 46.
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perempuan musyrik, walaupun dia menarik hatimu’S.(@l Bagarah:
221f

Tuntutan ini dikemukakan Allah kepada wali untukdak
mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki rikusiamun di
samping itu terdapat pula ayat Al Qur'an yang metikbe pengertian
perempuan itu kawin sendiri tanpa memakai wali,agabmana yang
terdapat dalam surat Al Bagarah ayat 232 di atas.

Ayat ini dengan tegas mengatakan perempuan itu avéngcalon
suaminya dan wali dilarang mencegahnya. Adanyasyaaat kemungkinan
pemahaman yang berbeda tersebut di atas kepadan palbhana dalam
menetapkan kemestian adanya wali untuk masing-mgasgmungkinan
perempuan tersebut di atas.

Para ulama mazhab dan Maliki telah menganggap tpgraa untuk
menikahkan seorang tertentu dengan anak asuhrbpagaiesalah satu unsur
penting bagi sahnya perkawinan dalam Islam, sedandkazhab Hanafi
dan Hanbali menganggap izin dari wali sebagai ssgtuat saja. Kedua
Mazhab ini justru lebih menekankan pentingnya gah gabul.

Lebih lanjut hal ini dijelaskan Abu Yazid bahwa:

... dari kalangan Hanafiyah yang memang tidak memasian wali harus
laki-laki, sehingga sah-sah saja perempuan menjadi nikah. Bagi
kalangan ini, perempuan yang sudah dewasa (balafil) boleh
menikahkan dirinya sendiri dan putrinya yang mdssil, dia juga bisa

bertindak sebagai wakil untuk menikahkan orang IBengan kata lain, dia
(perempuan) bisa menjadi wali nikah. Yang terpeptiagas Hanafiyah, dia

43.

* Departemen Agama RAI-Qur'an Dan TerjemahnyaJakarta: CV. Kathoda, 2005, h.
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sudah dipandang cakap hukum, paham betul manatgeyagk bagi dirinya
dan pasangan yang dipilihnya serasi bagi dirya.

Keempat mazhab ini mendasarkan pendapatnya padsaNaloi saw

bahwa:

C&J Yooy ade M Lo A gy JU 18 s ol o i gl e
6(5.3..4)2.3\ ol9)) L}j’-’ M

“Dari Abi Burdah dari Abi Musa berkata, bahwa Radlah saw telah
bersabda, tidak sah nikah tanpa wali”. (HR. Turniudz

Lalu hadis dari Aisyah RA, yang berbunyi:

(et olayy A 3 Y 3a 85 OLLAIG 19aad) Ol st

“Dan dari ‘Aisyah RA, dia berkata, Rasulullah saerdabda, Perempuan
mana saja yang kawin tanpa izin walinya, perkawieasebut adalah batal.
Jika lelakinya telah menyenggamanya maka ia besditak maharnya,

karena ia telah menghalalkan kehormatannya. Jikaekpwali enggan

menikahkan maka hakimlah yang bertindak menjadi watji seseorang

yang tidak ada walinya”. (HR. Ahmad).

Maka dari itu, KHI secara tegas mewajibkan adanydi dalam
pernikahan. Selanjutnya, KHI menetapkan pada Péssébagai berikut:

Pasal 20
(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang-l&
yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, dg
baligh.

® Abu Yazid, et alFigh Today, Fatwa Tradisionalis Untuk Orang ModeBandung:
Erlangga, 2002, h. 97.

5 Abi Isa Muhammad bin Isa bin Sura®unan TurmudziBeirut-Libanon: Dar al Fikr,
1989, h. 303.

" Ahmad bin HanbalMusnad Ahmad bin Hanbal Juz Beirut-Libanon: Dar al Fikr,
1991, h. 335.
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(2) Wali nikah terdiri dari:

a. Wali nasab;

b. Wali hakim®

Sekalipun terdapat perbedaan pendapat tentang aaitanmenjadi
wali, namun wajib bagi wali terlebih dahulu menanyandapat calon istri,
dan mengetahui kerelaannya sebelum dinikahkan. bSqisrkawinan
merupakan pergaulan abadi untuk mewujudkan kedam&etenteraman
hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang antarai sstri, tidaklah
akan terwujud apabila tidak adanya kerelaan pitséncistri. Oleh sebab
itu Islam melarang menikahkan dengan paksa, ballsgdau janda dengan
pria yang tidak disenanginya. Bahkan akad nikalpaakerelaan wanita
tidaklah sah. la berhak menuntut dibatalkan perkawiyang dilakukan

oleh walinya dengan paksaan tersebut. Sebagaisadnga Rasulullah saw:

o iy T e e g ale B Lo &) Jgey JBLJB s ) o0

Q(J}T o\j)) ng Lﬁbb L@.Mgu L3 }Ai.:.nm.? Jg.‘“ j,\.@.:b
“Dari ibnu Abbas berkata, Rasulullah saw bersaB#empuan yang janda
lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinyan @dis hendaknya

diminta izinnya dalam perkara dirinya. Dan izinrg@dalah diamnya”. (HR.
Ahmad).

Dalam suatu riwayat dijelaskan ada seorang peremjbeaparas
cantik mengadukan halnya kepada Rasulullah saw #akav telah

dikawinkan oleh bapaknya dan dia tidak menyukairyiaka Nabi saw

8 Departemen AgamalUU No.1/1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Kompilasi Hukum Islam di Indonesi8imas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakartd4, 20

134.

® Ahmad bin HanbalMusnad Ahmad bin Hanbal Juz Beirut-Libanon, Darul Kutub,

1993, h. 287.
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memberi kesempatan kepada perawan itu untuk me@erustau untuk
membatalkan perkawinan itf.

Undang-Undang Perkawinan telah mengatur persyapstieetujuan
kedua mempelai ini, dalam Pasal 6 ayat 1 dengarugsamyang sama
dengan figh bahwa perkawinan harus didasarkan @esetujuan calon
mempelat! KHI juga mengatur persetujuan kedua mempelai &tard
Pasal 16 dengan uraian sebagai berikut:

(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mampel

(2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapatpaepernyataan
tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyapatdapat berupa
diam dalam arti selama tidak ada penolakan yaraptég

Adapun wali itu ada tiga macam, yaitu wali nasali Wwakim, dan
wali muhakant?

a. Wali Nasab
Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dariud&eja calon
mempelai wanita, yang berhak menjadi wali menunutan sebagai
berikut:
1. Pria yang menurunkan calon mempelai wanita damrkegn pria
murni (yang berarti dalam garis keturunan, tidala @&nghubung

yang wanita) yaitu ayah, ayah dari ayah, dan setgeuke atas.

10 Abu Yazid, et alpp.cit, h. 98.

1 Departemen AgamalJU No0.1/1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
Kompilasi Hukum Islam di Indonesi8imas Islam dan Penyelenggaraan Haiji, Jakarta4,20.
17.

21bid., h. 133.

13 Departemen Agama&edoman Pegawai Pencatat Nikalakarta: Dirjen Bimas dan
Penyelenggaraan Haji, 2003,32.
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2. Pria keturunan ayah mempelai wanita dalam gars puirni yaitu
saudara kandung, saudara seayah, anak dari sskatatang, anak
dari saudara ayah, dan seterusnya ke bafvah.

3. Pria keturunan dari ayahnya ayah dalam garis pnanin yaitu
saudara kandung dari ayah, saudara sebapak dariayak saudara
kandung dari ayah, dan seterusnya ke baWwah.

b. Wali Hakim

Yang dimaksud dengan wali hakim adalah wali yargndiil dari hakim

(pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) ptnguasa dari

pemerintaH? Wali hakim dapat melaksanakannya apabila seoraiog c

mempelai wanita tersebut sebagai berikut:

1. Tidak mempunyai wali nasab sama sekali, atau

2. Walinyamafqud artinya tidak tentu keberadaannya, atau

3. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sgdamli yang
sederajat dengan dia tidak ada, atau

4. Wali berada di tempat yang jaraknya sejan@safatul qosri(atau
sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qos@r) 92,5 km,
atau

5. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidéh kdijumpai,
atau

6. Wali adlal, artinya wali tidak bersedia atau menolak untuk

menikahkan, atau

“Ibid., h. 32.
*pid., h. 33.
16 Beni Ahmad Saebarfigh Munakahat 1Bandung: Pustaka Setia, 2009, h. 249.
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7. Wali sedang melakukan ibadah haji/lumtéh.

Ketika salah satu ketentuan tersebut di atas mumoaka yang
berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut &dalali hakim.
Kecuali apabila wali nasabnya telah mewakilkan keparang lain untuk
bertindak sebagai wali. Dalam hal demikian orang Ye@ang diwakilkan
itulah yang berhak menjadi wafi.

Seluruh mazhab sepakat bahwa hakim yang adil berhak
mengawinkan laki-laki dan perempuan manakala meraidak

mempunyai wali yang terdekat, berdasar hadis dabaww:

& - 0

BEBTRIER RIS

“Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak punyd."w(HR.
Turmudzi)

Seluruh ulama’ sepakat bahwa mengenai sahnya peawnenurut
hukum Islam adalah memenuhi rukun dan syarat-sgatsigai berikut:
1. Adanya mempelai laki-laki.
2. Ada mempelai wanita.
3. Ada wali.
4. Ada dua saksi.

5. Ada sighat akad ijab dan gabul.

o Departemen AgamaJU No.1/1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
Kompilasi Hukum Islam di Indonesi8imas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta4, 20
34.

®1pid., h. 34.

19 Ahmad bin HanbalMusnad Ahmad bin Hanbal, op.cit. 335.
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Menurut Amir Syarifuddin bahwa alasan rasional gemdapat Abu
Hanifah yang mengatakan perempuan itu juga bolehikakei dirinya
sendiri adalah orang yang telah dewasa dan sehatyakdapat bertindak
hukum dengan sendirinya tanpa diperlukan bantudimyeef® Jika melihat
kepada perundang-undangan di Indonesia khususnyaka ndapat
dikemukakan bahwa di Indonesia lebih mengambil ppatiyang pertama
yaitu yang lebih mensyaratkan adanya wali, bahkaenjadi rukun
pernikahan, sebagaimana dijelaskan dalam pasaHl9wWali nikah dalam
perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagin mempelai
wanita yang bertindak untuk menikahkannya.”

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa alasggan wali dalam
menikahkan anak perempuan itu sebenarnya tidak periadi manakala
pihak wali itu memahami benar-benar hukum perkawibaik hukum
munakahat maupun UU No. 1 Tentang Perkawinan, kasemuanya telah

diatur sedemikian rupa.

Peran Pegawai Pencatat Nikah dalam Menyelesaikan Wali Adlal di
KUA Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan

Sebagaimana yang telah dijelaskan PMA No. 11 T&0@y Pasal
(2) bahwa Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutisebdt PPN adalah

pejabat yang melakukan pemeriksaan, pengawasapeti@atatan peristiwa

20 Amir Syarifuddin,op.cit h. 74.
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nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gudat) melakukan bimbingan
perkawinan.

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud Pegawaat¢emikah
KUA Kecamatan Wirosari setelah menerima berkasdserkdan
kelengkapan surat-surat dari calon mempelai yangn aknelakukan
pendaftaran nikah, maka PPN atau Kepala KUA mengadpemeriksaan
terhadap mereka yang berkepentingan seperti ca&liogamtin dan wali dari
calon mempelai wanita. Pihak-pihak tersebut didgitan ke KUA untuk
diadakan pemeriksaan sekaligus mengadakan chekatg Hilamana
terdapat kesalahan data para pihak terkait. Kemupkgugas KUA (PPN
dan/atau penghulu) akan menulis setiap keterangaug yliberikan oleh
pihak-pihak tersebut ke dalam lembar pemeriksa&atN{NB).

Idealnya para pihak yang akan melakukan pendafgeamkahan di
KUA Wirosari diharapkan dapat datang secara beraan@alon mempelai
pria dan wanita serta wali nikah) agar dalam wakingkat dapat
diselesaikan pendaftaran nikahnya. Namun ada kaldwayya salah satu
pihak yang datang, sehingga untuk pengisian kotordd tangan para pihak
yaitu halaman tiga tertunda.

Memang dalam pemeriksaan nikah kadangkala pihak tigdk
dapat hadir pada hari itu, sehinggga PPN akan mmekabekesempatan
pada hari yang lain bagi wali untuk dapat datandKké\, sebelum jadwal
pelaksaan pernikahan. Apabila wali ternyata sedaakit PPN akan

melakukantabayun yaitu mendatangi wali ke alamat yang tertera rdala
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pengajuan pencatatan nikah. Setelah bertemu defgaat yang dimaksud,
PPN akan melakukan pemeriksaan di tempat, apakitaydta wali
mengalami sakit permanen yang tidak mungkin dagatirhpada saat
pencatatan nikah, maka wali dimohon membuat suas& yang berisi
permohonan kepada PPN untuk mewakili menikahkamy gigbubuhi tanda
tangan atau cap ibu jari di atas materai, diket&®pala Desa atau Lurah
setempat dengan disaksikan oleh dua orang sakkiinSe& wali juga
mengikrarkan kepada PPN secara lisan untuk meveakitkenikahkan catin
wanita yang lazim disebut&ukil wali”. Namun demikian tidaklah semua
peristiwa tidak hadirnya wali tersebut karena alasakit, ada juga alasan
lain yaitu wali tidak menyetujui adanya pernikahan bahkan ada yang
lebih fatal yaitu wali tidak bersedia menjadi waltau dalam hukum Islam
disebut ‘adlal” atau enggan atau membangkang untuk menjadi wali.
Wali adlal yang terjadi di lapangan ada dua macam, yangrparta
wali setuju dengan pernikahan yang akan dilaksand&tapi tidak mau
hadir, karena alasan malu, tidak cocok dengan csl@ami dari anaknya,
untuk kasus seperti ini hampir sama dengan kaslisyesag sakit, maka
PPN akan meminta surat kuasa dari wali untuk mdivadenikahkan dan
sekaligus mencatat pernikahanitiddapun hal yang paling fatal yaitu wali
dengan terang-terangan menentang pernikahan dduakealon pengantin
tersebut, karena tidak cocok dengan calon laki-lakin tidak bersedia

menjadi wali, inilah yang harus dicarikan jalanuaghya, sebab peristiwa

1 Hasil wawancara dengan Nur Akhsan selaku KepalA Kecamatan Wirosari tanggal
22 Oktober 2012, jam 10.00.
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ini merupakan sengketa pencatatan nikah, dimanaakbdlah pihak sudah

tidak dapat dicarikan jalan untuk berdanfeiah). Hal tersebut apabila

dibiarkan akan menimbulkan sengketa yang berlamut;| bahkan kadang
akan menimbulkan akibat-akibat buruk, yang melanggika kesusilaan,

norma agama, maupun pelanggaran terhadap Undargagndomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sehubungan dengan itu PPN/Kepala KUA mengambil kiaimg
langkah yang kiranya bisa memberikan solusi kepaitiak-pihak yang
berselisih itu dengan menjadi mediator selaku Ké&tadan Penasehatan,
Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagkit:

1. Memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk megalé@an
penjelasan tentang duduk perkaranya, kemudian mgaden
keterangan semua pihak agar didapatkan informasg yserimbang
untuk dapat mengambil kesimpulan dan membuat ldnti@gkah ke
arah penyelesaian konflik.

2. Berusaha untuk mencarikan jalan keluar dari perlahaa yang ada,
dengan satu harapan agar dapat diselesaikan ddragartanpa ada
pihak-pihak yang disakiti dan dirugikan.

3. Apabila dengan jalan tersebut belum juga didaps kapakat, wali
dari calon pengantin wanita tetap pada keputusanysitu menolak
untuk menjadi wali, tidak bersedia menjadi wakhsapernikahannya,
maka PPN akan menerbitkan surat keterangan N.8g \aerisi

penjelasan kepada calon pengantin, bahwa pencadétah tidak dapat
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dilaksanakan karena kekurangan persyaratan nilkaty geengganan
wali untuk menjadi wali nikah. Setelah calon perigamendapatkan
penjelasan tersebut, maka PPN akan menerbitkart kaetarangan
penolakan (N.9), yang berisi penolakan PPN untukaksanakan
pencatatan nikah dikarenakan wali tetap pada pandia, tidak mau
menjadi wali atas pernikahan calon pengantin wanita

4. Selanjutnya Surat Keterangan Penolakan (N.9), BN dibawa oleh
calon pengantin ke Pengadilan Agama untuk mendapat&nyelesaian
konflik/sengketa pencatatan nikah yang terfadi.

5. Pengadilan Agama akan memanggil pihak-pihak yamgelpentingan
untuk memeriksa perkara tersebut, sebelum ditembippenetapan wali
adlal, yaitu wali dinyatakan membangkang. Setelah dglarsidangan
wali tetap kepada keputusannya tidak bersedia memyali, maka
Pengadilan Agama menerbitkan Surat Keputusan tgntdali Adlal,
dan menunjuk Kepala KUA selaku PPN bertindak sebagi hakim
karena wali nasabnyadlal (membangkand’

Untuk melengkapi penelitian tentang peran Pegawac&at Nikah
dalam mengatasi sengketa pencatatan pernikaharmsekaligus sebagai
mediator penyelesaian sengketa tentang wali sabagai yang diuraikan

pada bab Il dapatlah penulis sampaikan beberap#ltdasus sengketa

22 Hasil wawancara dengan Nur Akhsan selaku KepalA Keécamatan Wirosari tanggal
23 Oktober 2012, jam 10.00.

2 Hasil wawancara dengan Nur Akhsan selaku KepalA Kecamatan Wirosari tanggal
24 Oktober 2012, jam 12.00.
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pencatatan dan penyelesaiannya di KUA Kecamatarosafir sebagai

berikut:

(Kasus 1), Tindakan yang dilakukan oleh PPN memiasgmua
pihak yang terkait yaitu Fulan, Fulanah, dan anskaya serta wali dari
Fulanah, diadakan mediasi tetapi masing-masing ikodigh dengan
pendapatnya, kemudian PPN menawarkan opsi setelendengar
penjelasan dari Fulan dan Fulanah tentang hartaisavar yang
dipermasalahkan oleh anak-anak dari Fulanah, mdkis Phengambil
langkah-langkah:

1. Melakukan penjelasan dan penasehatan kepada calmpetai
maupun wali, dan pihak-pihak lain yang mempunyapekgingan
dengan pencatatan nikah tersebut.

2. Melakukan koordinasi dengan Kepala Desa tempaiakesin Fulanah,
untuk menjadi penengah dalam sengketa pencatakat, nierutama
mengenai hal-ihwal pembagian harta, sebab kepala dempunyai
kewenangan untuk hal tersebut.

3. Menghimbau untuk segera membagi harta warisan yalagkepada
anak-anak dari perkawinan Fulanah dengan suamimyartzum, bila
perlu apabila berupa tanah dan pekarangan segeedifthatkan atas
nama anak-anaknya dan Fulanah juga berhak mengdmatid dari
warisan tersebut, dengan disaksikan oleh Kepala Betempat opsi

tersebut diterima oleh kedua belah pihak.
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4. Menghimbau kepada Fulan untuk segera mengajak &ulaegera
setelah menikah ke rumah kediaman Fulan, agar tdak prasangka
dari anak-anak Fulanah, bahwa Fulan akan menguss# milik
Fulanah?’

5. Mencatat pernikahan Fulan dengan Fulanah, dengdn saadara
kandungnya, dilaksanakan dengan khidmad tanpa aedeardtan dari
anak-anaknya maupun pihak-pihak lain.

(Kasus 2) Langkah-langkah PPN untuk menyelesailkam&atan
nikah antara Jaenal Mustofa dan Dariyah dengannikalh Kardi.

Setelah PPN menerima berkas-berkas pendaftaramatpéant nikah
Jaenal Mustofa dan Dariyah, semua keterangan mangiantitas kedua
calon mempelai lalu ditulis dalam lembar pemeriksamnikah (NB), dalam
lembar tersebut pada halaman 3 terdapat format mategenai identitas
wali yang harus ditandatangani wali, artinya sefpelpelaksanaan
pencatatan nikah wali harus hadir untuk diperiksa.

Untuk melengkapi rukun pernikahan, yaitu adanya, wahka PPN
memanggil wali nikah/ayah kandung Dariyah yaitu damtuk datang ke
KUA guna menjalani pemeriksaan nikah, namun yandirhgernyata
istrinya Siti Fatimah saja dan menyatakan bahwaliKigdak dapat hadir,
namun pada saat hari H pernikahan anaknya si Kaktdn hadir, dan
bersedia menjadi wali atas pernikahan Dariyah. RR&mberitahukan

kepada istri Kardi, apabila pada saat pelaksanamcagpatan nikah tidak

24 Hasil wawancara dengan Nur Akhsan selaku KepalA Kecamatan Wirosari tanggal
24 Oktober 2012, jam 10.00.
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hadir, maka pernikahan akan ditunda sampai dengamya kesediaan
Kardi sebagai wali nikah.

Untuk menghindari resiko, PPN membuat penolakancgtatan
kehendak nikah (N.9) antara Jaenal Mustofa dary&8fauntuk diajukan ke
Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan wadial. PPN
mengumpulkan pihak-pihak yang bersengketa, menderigenjelasan
kepada Kardi selaku wali dari calon mempelai wantiémtang prosedur
yang harus ditempuh kalau Kardi bersikeras menoiakjadi wali nikah
Dariyah.

Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, Kardediar menjadi
wali dan menyetujui pencatatan nikah putrinya dencgtatan, pernikahan
dilakukan di Balai Nikah, bukan di rumah Kardi. &an kedua, setelah
pernikahan Jaenal Mustofa dan Dariyah tidak diplefikan tinggal di
rumah Kardi, dengan alasan karena sudah beranikokala aib dalam
keluarga, maka Jaenal Mustofa dan Dariyah harugslimatan membangun
rumah tangga tanpa mengandalkan bantuan dari erafy

Syarat yang diajukan oleh Kardi disepakati olehoraimempelai
berdua. Mediasi yang dilakukan oleh PPN berjalaitda sesuai dengan
yang diharapkan oleh pihak-pihak yang bersengk&BN mencatat
pernikahan tersebut, pernikahan dilaksanakan diiBékah tanpa kendala,

dengan wali nikah Kardi selaku orang tua dari cal@mpelai wanita.

% Hasil wawancara dengan Nur Akhsan selaku KepalA Kecamatan Wirosari tanggal
24 Oktober 2012, jam 11.00.
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(Kasus 3) Untuk lebih memahami gambaran mengenauska
tersebut di atas, penulis mengadakan wawancaral&gphak-pihak yang
akan melakukan pernikahan. Wawancara dilaksanakala panggal 24
Oktober 2012, untuk lebih jelasnya dapat dilihatgpdaftar lampiran.

Langkah selanjutnya PPN menghimbau kepada WA usagera
mengumpulkan persyaratan untuk menikah yaitu seretdeas-berkas baik
data pribadi (KTP, KK, Akte Kelahiran) maupun datta dari desa yang
berupa N.1,N.2,N.3,N.4 dan N.7 serta data tambdiempa imunisasi
TT.1. Kemudian PPN membuat surat panggilan kepagaléku orang tua
dari WA untuk dilakukan klarifikasi permasalahamgadiajukan oleh WA.
Untuk lebih mengetahui seberapa tingkat sengkdtra$ dan WA, dapat
dilihat dari hasil wawancara pada halaman lampiran.

Adapun hasil wawancara pada intinya orang tua \Waptegada
pendiriannya yaitu tidak mau dan tidak menyetuprinikahan WA dengan
calon suaminya DY. PPN bisa membuat analisa gunmecamepenyelesaian
sengketa pencatatan nikah, namun kepada DY juganloiiu untuk segera
mengumpulkan persyaratan untuk menikah vyaitu seieikas-berkas
sebagaimana disebut di atas.

Penjelasan PPN kepada S yakni dengan mengutip-pPasall pada
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nom®aBun 1987 tentang
Wali Hakim. Bahwa bagi calon mempelai wanita yakgramenikah di
wilayah Indonesia atau luar negeri/wilayah ekstegitdrial Indonesia

ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atgi nasabnya tidak
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memenuhi syarat, ataunafqudatau berhalangan atadlal, maka nikahnya
dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim. Untuk merietaadlalnya wali,
ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yavglayahi tempat
tinggal calon mempelai wanita.

Kemudian PPN berkoordinasi dengan Kepala Desa tedgmisili
calon mempelai wanita, tentang kelengkapan surat-sang diajukan oleh
WA. Mendapatkan penjelasan bahwa Kepala Desa tidpkt menerbitkan
surat-surat keterangan untuk menikah karena dicetgghayah dari calon
mempelai wanita, dan diintimidasi kalau sampai KepBesa berani
membuatkan surat-surat keterangan dimaksud, mak&a8 melakukan
gugatan.

PPN memberikan penjelasan kepada Kepala Desa, hadakaada
alasan dari pihak wali melakukan gugatan kepadsakePpesa mengenai
proses penyelesaian persyaratan nikah dari saltfaritugas Kepala Desa
adalah melayani kepentingan masyarakat termasué&nkiegan WA yang
akan melakukan pernikahan, kalau Kepala Desa dengangaja
menghambat proses pencatatan nikah, dapat dikatalesryalahgunakan
wewenang. Mendengar penjelasan tersebut Kepala Désa
menandatangani surat-surat keterangan untuk mewyiady diajukan oleh
WA.

Setelah WA mendapatkan surat-surat dari Kepala ,Daska WA
mendaftarkan pencatatan pernikahannya di KUA Ketam@/irosari. PPN

meneliti semua berkas yang diajukan, setelah sebpeukas dinyatakan
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lengkap maka PPN memeriksa calon mempelai, yangmjkan dalam
lembar NB (Daftar Pemeriksaan Nikah), namun demikizasih terdapat
kekurangan syarat yaitu belum hadirnya wali nikah.

PPN memerintahkan kepada calon mempelai wanita agang tua
selaku wali hadir dalam rangka pemeriksaan walamikBeberapa saat
kemudian wali nikah yaitu saudara S hadir ke KUAc&matan Wirosari.
Akhirnya orang tuanya menyetujui pencatatan nikalripya, namun
dengan catatan agar, pernikahan ditunda empat taganlengan berbagai
pertimbangan, salah satunya adalah hitungan héiabau istilah jawanya
(petung. PPN memanggil calon mempelai wanita, apakahncalempelai
setuju atau tidak dengan rencana wali nikahnya yaagunda pelaksanaan
pencatatan nikahnya, dengan berbagai pertimbanganaths saran-saran
dari PPN, maka Saudari WA bersedia mengikuti kehkrmiang tua untuk
menunda pelaksanaan pencatatan pernikahannya.

Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diingink&kemungkinan
wali dari calon mempelai wanita ingkar janji atadak datang pada hari
pelaksanaan pencatatan nikah yang telah disepakatika PPN
memerintahkan kepada S untuk membuat Surat Kuaspa digandatangani
di atas materai enam ribu rupiah, diketahui Kepsaa dan disaksikan oleh

dua orang saksi yang berisi kuasa kepada PPN atgghplu yang ditunjuk,
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untuk mewakili menikahkan putrinya apabila S tideddir pada hari yang
ditentukar?®
Pernikahan dilaksanakan pada hari Kamis tanggag@si#s 2012.

Pernikahan dilangsungkan di Balai Nikah Kantor drus Agama

Kecamatan Wirosari, dengan wali S sebagai ayah umndwali nasab).

Adapun yang mewakili menikahkan adalah Nur Akhsalaka Pegawai

Pencatat Nikah (PPN) sekaligus Kepala Kantor Urusgaima Kecamatan

Wirosari.

Kasus Pencatatan Nikah antara Putri Nala PilaNdarHadi (Kasus

4). Langkah-langkah yang dilakukan oleh PPN dala@myalesaikan kasus

tersebut adalah sebagai berikut:

1. PPN menerima berkas-berkas pendaftaran pencatétnantara Putri
Nala Pilar dan Nur Hadi.

2. Setelah melakukan pemeriksaan, PPN menanyakan rajpékak wali
nikah telah diberi tahu tentang adanya rencanaikadran tersebut,
dalam keterangannya bahwa wali nikah sampai sead@k menyetujui
dan pendaftaran pencatatan nikah tersebut jugedpengetahuan wali
nikah yaitu Yoga Windu Paracella.

3. PPN memanggil wali nikah (Yoga Windu Paracella)udnimenjalani
pemeriksaan sebagai wali nikah, sesuai keterangacalon pengantin.

Surat panggilan sudah disampaikan secara patulakeatiwali (Yoga

% Hasil Wawancara dengan Nur Akhsan selaku KepalaA K&camatan Wirosari
tanggal 23 September 2012, jam 10.00.
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Windu Paracella), namun tidak ada tanggapan, dda pamanggilan
yang ketiga kalinya wali nikah tetap tidak hadir.

4. PPN menugaskan Penghulu untuk melakuiedrayunke rumah Yoga
Windu Paracella, untuk meminta keterangan tentalagan tidak
bersedianya menjadi wali, hasil dari konfirmasirkenah Yoga Windu
Paracella t@bayun, ternyata Yoga Windu Paracella tetap pada
pendiriannya, yaitu tidak mau menjadi wali/enggaenjadi wali dan
tidak menyetujui pernikahan kedua mempéfai.

5. Setelah mendengar penjelasan dari wali nikah (Wdgadu Paracella)
tetap tidak menyetujui pernikahan dan tidak maujatrwali, PPN
lalu mengirimkan surat penolakan kehendak nikal®)Mepada calon
pengantin untuk mendapatkan penetapan vealial penyelesaian
konflik/sengketa pencatatan nikah yang terjadi kedadilan Agama
Purwodadi.

6. Setelah melalui proses di Pengadilan Agama, makekeh penetapan
wali adlal dari Pengadilan Agama yang keputusannya memekatah
kepada PPN selaku Kepala KUA untuk bertindak selakli hakim
untuk menikahkan calon mempelai, karena wali nisatdara laki-laki
kandung calon mempelai wanita (Yoga Windu Paracetak bersedia
menjadi waliadlal.

7. PPN memberitahukan kepada wali nikah tentang ppaetavaliadlal

dari Pengadilan Agama dan memberikan kesempatarképgda wali

2’ Hasil Wawancara dengan Nur Akhsan selaku KepalaA K&camatan Wirosari
tanggal 23 September 2012, jam 10.00.
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untuk menikahkan calon mempelai, namun wali nikalkakt
memberikan jawaban, dan tidak hadir di KUA Wirosari

PPN mencatat pernikahan Putri Nala Pilar dan Nudi ldangan wali
hakim karena wali nasab (saudara laki-laki kandyayrtidak mau
menjadi waliadlal.

Pendaftaran pernikahan Nanik Vinasari dengan Stssa@ngan

wali kakak kandungnya bernama Rasidin (Kasus S)gkah-langkah yang

dilaksanakan PPN selaku Pegawai Pencatat Nikalyaebearikut:

1.

PPN menerima berkas-berkas pendaftaran pernikalsanik N/inasari
dengan Sussanto, dan memeriksa calon mempelai relggabar
Pemeriksaan Nikah (NB).

Karena pada saat pemeriksaan nikah wali nikah tida&ir, PPN
memerintahkan kepada calon mempelai untuk mendtzadwali nikah.
PPN menerima informasi dari Pembantu Pegawai Patnbi#tah yang
mewilayahi tempat domisili calon mempelai wanitahlwa wali nikah
tidak menyetujui adanya pernikahan Nanik Vinasanghn Sussanto.
PPN membuat surat panggilan kepada Rasidin untudlr lth KUA
Wirosari untuk menjalani pemeriksaan sebagai waliam namun
sebelum surat panggilan dikirimkan, atas inisisgifidiri Rasidin datang
ke KUA untuk melakukan konfirmasi tentang kebenanm@mcana
pernikahan Nanik Vinasari dengan Sussanto.

Rasidin memberikan keterangan kepada PPN, bahwaeliku wali

nikah bukannya tidak setuju dengan rencana peraikadiknya, hanya
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masalah waktu pelaksanaan nikahnya yang belum uglisebleh

keluarga, Rasidin bermaksud mengundurkan jadwatgiatan nikah,
yang semula tanggal 12 Februari 2012, ditunda rderignggal 22
Maret 2012, dan PPN memaklumi hal tersebut namuminta Rasidin
untuk merundingkan dengan calon mempelai, apakéin caempelai
menyetujui atau menolak. Rasidin datang ke KUA d®&is dengan
Nanik Vinasari dan Sussanto, mereka setuju peraikatitunda pada
tanggal 22 Maret 201%.

6. PPN mengganti rencana pernikahan yang telah ditdlam lembar
pemerikasaan nikah (NB) dari semula tanggal 12 uw&ebr2012,
menjadi tanggal 22 Maret 2012 atas persetujuamagmnak.

Dari temuan penelitian terhadap Peran Pegawai BRndikah
Dalam Penyelesaian Wa#idlal di KUA Kecamatan Wirosari Kabupaten
Grobogan dapatlah penulis sampaikan beberapa hal:

1. Kasus-kasus waladlal di KUA Kecamatan Wirosari yang diangkat
dalam penelitian, terdiri dari lima kasus, empatusadapat diselesaikan
dengan jalan mediasi atdtabayun),adapun satu kasus diselesaikan
melalui jalur hukum, yaitu ke Pengadilan Agama. pula latar
belakang terjadinya waladlal, yaitu kesalahpahaman antara calon
pengantin dengan wali nikah, ada juga karena sii wahgat
mendominasi dalam menentukan jodoh bagi calon peimgavanita,

sehingga calon pengantin memilih untuk tidak metikehendak wali.

% Hasil Wawancara dengan Nur Akhsan selaku KepalaA K&camatan Wirosari
tanggal 23 September 2012, jam 11.00.
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Kasus yang lain yaitu, tidak sepakatnya wali dengalon pengantin
tentang penentuan hari pelaksanaan pernikahanndimei pernikahan
menurut adat Jawa sangat menentukan, dalam isidava disebut
“Petung”, wali menganggap apabila hari pernikahan tidakitutiky
sesuai’Petung” tersebut, maka diyakini pernikahan tidak akan kekal
dan pihak wali akan mendapatkan bencana atau plapetaka. Ada
pula wali tidak menyetujui pernikahan calon pengahkarena tekanan
pihak lain dalam hal ini ada kaitan dengan kekhamt pihak
keluarga, dikhawatirkan calon pengantin pria akaengoasai harta
peninggalan, maupun harto Gono-Gini.

Penyelesaian waladlal, menurut pengamatan dari peneliti ternyata
tugas-tugas Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecam@teasari tidak
hanya sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang bertugasatat dan
mengawasi pernikahan saja, namun juga dituntut kumhampu
memberikan jalan keluar apabila terjadi sengketadalam proses
pelaksanaan pencatatan nikah, dalam contoh kasgketa pernikahan
wali adlal, PPN senantiasa berkoordinasi dengan pihak-pihalg ya
terkait dengan proses pencatatan pernikahan, mesdepala Desa,
Penghulu dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Rpihila terjadi
wali adlal, PPN memanggil pihak-pihak yang berkepentingasaniga
wali, karena tidak setuju dengan pernikahan cal@mpelai, kalau
tidak hadir maka PPN akan mendatangi rumah kediawadnuntuk

mengadakan Kklarifikasi atatabayun dari Klarifikasi tersebut akan
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dihasilkan jalan tengah, dan dihasilkan perdamai@u Islah antara
wali dengan calon mempelai.

3. Adapun peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalaryepesaian wali
adlal yaitu PPN bertindak sebagai konsultan pernikahamberikan
penjelasan, bimbingan kepada pihak-pihak yang hgksta yaitu wali
dengan calon mempelai melalui lembaga Badan Peatseh
Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamd®®N
bertindak mewakili wali nikah untuk menikahkan calmmempelai
melauitaukil wali, baik itu taukil dengan lisan, maupun taukil demga
tertulis (dengan Surat Kuasa), PPN bertindak selveajahakim, yaitu
pada saat pelaksanaan pencatatan nikah pihak wgaitg tidak

memiliki wali nasab. Wali hakim dapat dilaksanalkanena wali nikah

(wali nasab, wali akrob}idak hadir dalam pencatatan nikah karena
adlal, danadlalnya wali ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Setelah

turunnya penetapan waddlal dari Pengadilan Agama, maka PPN atas

nama negara dan karena perintah Pengadilan Agaeniaakbomenjadi
wali nikah untuk calon mempelai wanita, yaitu betik sebagai wali
hakim karena wali nasabngallal/membangkang.

Oleh karena itu, dengan adanya Surat penetapara@itnmgAgama
Purwodadi dengan nomor putusan: 117/Pdt.P/2011/P&d tanggal 9
Januari 2012, perkara mengenai wadial sebagai wali nikah pemohon,
yaitu Putri Nala Pilar binti Hadidono, umur 24 tahuDengan adanya

penetapan tersebut, maka perkawinan tersebut ddpagsungkan dengan
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menggunakan wali hakim sebagaimana yang ditetaplkam Pengadilan
Agama Purwodadi. Wali hakim ini adalah Kepala Kartbusan Agama
Wirosari yaitu Nur Akhsan. Selain itu, juga berd&aa Peraturan Menteri
Agama Nomor 2 Tahun 1987 pernikahan Pemohon decajan suaminya
dapat dilangsungkan dengan wali hakim.

Pelaksanaan perkawinan ini telah sesuai dengamtkate yang
berlaku, yaitu berdasarkan Pasal 1 huruf b Pematdenteri Agama Nomor
2 Tahun 1987 disebutkan didalamnya bahwa wali hak@&pat bertindak
sebagai Wali Nikah bagi calon mempelai wanita yéddgk mempunyai
wali.?

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa keberadadirdalam suatu
pernikahan merupakan syarat sahnya, sehingga sialalsuatu pernikahan
kecuali dengan adanya wali yang melaksanakan akKeah.nIni adalah
pendapat tiga Imam Mazhab, yaitu Maliki, asy-Syafain Ahmad serta
jumhur ulama.

Dalil pensyaratan tersebut adalah hadis di atag parbunyi:

P VA Y
“Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali”.
Demikian juga hadis Nabi saw dari Aisyah RA:
T S8 s o)y S0 e o

“Perempuan mana saja yang kawin tanpa izin walimgka perkawinannya
adalah batal.”

29 Departemen Agama@edoman Pegawai Pencatat Nikalakarta: Dirjen Bimas dan
Penyelenggaraan Haji, Jakarta: 2004, h. 21.

30 Abi Isa Muhammad bin Isa bin Suratp.cit, h. 351.

31 Ahmad bin Hanbalylusnad Ahmad bin Hanbal op.cih, 335.
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Hadis Nabi saw dari Abu Hurairah menjelaskan bahwa:

SN a3 Ny ST SLU 295 Vg o &l gy JB 1B 3ym o e
32w
“Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw telalrsbbda: Perempuan
tidak boleh mengawinkan perempuan dan perempuaa jiggk boleh
mengawinkan dirinya sendiri.” (HR. Ibnu Majah)

Ketiga hadis tersebut jelas sekali menyatakan keinain itu batal
tanpa adanya wali. Karena akad nikah merupakanatestang serius
sehingga perlu mengetahui secara jelas apa madaskahan tersebut dan
madlaratnya, perlu perlahan, pengamatan yang seksdem musyawarah
terlebih dahulu. Sementara wanita biasanya pendeidgmgannya dan
singkat cara berpikirnya, sehingga dia memerlukaarag wali yang
memberikan pertimbangan akan akad tersebut daekaspanfaat dan
legitimasi hukumnya. Oleh karena itu, adanya watimasuk salah satu
syarat akad berdasarkan nash yang shahih danémgiapat Jumhur ulama.

Ulama Syafilyah dan ulama Hanabilah berpendapatvhasetiap
akad perkawinan dilakukan oleh wali, perempuandiéwasa atau masih
kecil, janda atau masih perawan, sehat akalnyatatak sehat. Tidak ada
hak sama sekali bagi perempuan untuk mengakadkakavhean®?
Demikian pula Imam Malik berpendapat bahwa wali upakan mutlak

dalam suatu perkawinan dan tidak sah perkawinapatadanya waf*

Sedangkan ulama Hanafiyah dan ulama Syiah Imanhiggbendapat bahwa

32 Muhammad bin Yazid Al QazwiniSunan lbnu MajahBeirut-Libanon: Darul Fikr,
1995, h. 591.

33 Amir Syarifuddin,op.cit h. 74.

34 1bid., h. 74.
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untuk perkawinan anak kecil baik sehat atau tidatkat akal diwajibkan
adanya wali dalam perkawinan. Sedangkan perempaiag sudah dewasa
dan sehat akalnya dapat melangsungkan sendiri \piEikanya tanpa
adanya walf®

Adanya perbedaan pendapat tentang masalah walmdalaatu
perkawinan di kalangan ulama ini disebabkan katielak adanya petunjuk
yang jelas dari Nabi, sedangkan Al Quran tidak nmearbkan sama sekali
siapa-siapa yang berhak menjadi wali dalam suatkapénan. Seorang
wali disyaratkan sudah mukallaf, berjenis kelamaki-laki, mengetahui
manfaat pernikahan tersebut dan antara wali dantavgang di bawah
perwaliannya tersebut seagama. Siapa saja yang réaniliki spesifikasi
ini, maka dia bukanlah orang yang pantas untuk aagnyali dalam suatu
akad nikah.

Wali adalah seorang laki-laki yang paling dekat umgannya
dengan si wanita, sehingga tidak boleh ada walgyaemiliki hubungan
jauh menikahkannya selama wali yang lebih dekatimada. Orang yang
paling dekat hubungannya tersebut adalah ayahrgmudian kakeknya
dari pihak ayah ke atas, kemudian anaknya ke bayeaty lebih dekat lagi
dan lebih dekat lagi, kemudian saudara kandungkgmudian saudaranya
se-ayah, demikian seterusnya berdasarkan runtutekaerdi dalam
penerimaan warisan. Disyaratkannya kedekatan dangkdp@nya

persyaratan-persyaratan tersebut pada seorangdemali merealisasikan

%5 bid., h. 74.
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kepentingan pernikahan itu sendiri dan menjauhi mmnegatif yang
ditimbulkannya.

Golongan Hanafiyah dan Syiah Imamiyah tidak mewajibadanya
wali bagi perempuan dewasa dan sehat akal, menginggdis pertama di
atas menyatakan bahwa hadis tersebut mengandungrtiluBertama tidak
sempurna suatu perkawinan tanpa adanya wali, bblkaarti tidak sah.
Kedua, apabila kata tidak itu diartikan dengan kidgah, maka arahnya
adalah karena perempuan yang masih kecil atau sielait akalnya, karena
terhadap perempuan tersebut, ulama Hanafiyah seperihur juga
mewajibkan adanya waif.

Sedangkan terhadap hadis yang kedua, golongan ipamaf
mengatakan bahwa perkawinan yang batal itu adalalpérkawinan yang
dilakukan tanpa izin dari wali, bukan yang mengd&amya. Hadis yang
melarang perempuan mengawinkan dirinya atau peramfain itu adalah
bila perempuan itu masih kecil sedangkan yang sddalasa boleh saja dia
mengawinkan dirinya atau orang lain.

Kalangan Hanafiyah bersandar pada suatu hadishenbginyi:

Mgy oo iy 31 &)
“Perempuan yang janda lebih berhak terhadap diridai pada
walinya.”(HR. Ahmad)

Perbedaan para ulama sebagaimana yang telah dipapdrr atas

bahwa adanya seorang wali merupakan syarat sal aked nikah. Dan ini

*bid., h. 73.
37 Ahmad bin Hanbalpp.cit,.h. 287.
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adalah pendapat Jumhur Ulama, diantaranya tiga Imdizhab.
Sementara Imam Abu Hanifah dan pengikutnya bergetdaahwa hal itu
bukanlah merupakan syarat. Dalil-dalil yang dikeakdn oleh pendapat
terakhir ini banyak sekali namun masih dalam Kkarigermasalahan
khilafiyah yang amat panjang. Diantara dalil mereieaisebut adalah
menggiyaskan (menganalogkan) nikah dengan jual beli

Dalam hal ini, sebagaimana seorang wanita berhakukun
memanfaatkan dan menjual apa saja yang dia kehieddak hartanya,
demikian pula dia berhak untuk menikahkan diringadsri. Namun para
ulama mengatakan bahwa ini adalah Qiyas Fasid §Qmag rusak alias
tidak sesuai dengan ketentuan) karena tiga fajaaty karena ia merupakan
Qiyas yang bertentangan dengan Nash sehingga ntekaidah ushul,
Qiyas seperti ini tidak boleh dan tidak berldkikemudian dalam Qiyas itu
harus ada kesamaan antara dua hukum dari kedugahgl digiyaskan
tersebut, sementara di sini tidak ada. Dalam Halnikah merupakan hal
yang serius, perlu pandangan yang tajam dan kejerhadap konsekuensi-
konsekuensinya, namun berbeda halnya dengan jliaydeg dilakukan
dengan apa adanya, ringan dan kecil permasalahaSeya akad terhadap
sebagian suami bisa menjadi aib dan cela bagiwselkeluarga, bukan
hanya terhadap istrinya semata. Jadi, para waikuyandil di dalam proses

persemendaafperbesanan)baik ataupun buruknya.

3 Muhammad Abu Zahralyshulul Figih,Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008, h. 389.
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Dalam hal ini, Abu Hanifah membantah hadis ini dendperagam
jawaban. Pertama, terkadang beliau mengkritik sgjafd transmisi) hadis
yang menurutnya terdapat cacat, yaitu adanya @ekatmam az-Zuhriy
kepada Sulaiman bin Musa, “Saya tidak mengenal shadl. Kedua,
mereka mengatakan bahwa lafadz “Bathil” di dalafks tbadis tersebut
dapat dita'wil dan maksudnya adalaBishodadil Buthlan wa mashiruhu
ilaihi”. (Maka pernikahannya akan menuju kebatilan damalibat seperti
itu). Ketiga, mereka berkata bahwa sesungguhnyg gimaksud dengan
wanita Mar’ah) di dalam teks hadis tersebut adalah wanita yalagagau
masih kecil (di bawah umur).

Dari pembahasan perbedaan antara ulama mazhahsdmnangenai
apakah wali itu menjadi syarat sahnya pernikahakantdapat diambil suatu
inti jawaban untuk memecahkan permasalahan kasustadi Pertama,
perwalian pernikahannya adalah syarat sahnya praik sebagaimana
pendapat jumhur ulama, seperti yang telah jugatepiasikan dalam KHI
Indonesia pasal 19.

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yangsalipenuhi

bagi calon mempelai wanita yang bertindak untukikadrkannya>®
Namun dalam kondisi tertentu maka dapat saja penaif itu tanpa dihadiri
seorang wali, asal saja perempuan itu sudah dewaaapu, dan sehat
akalnya sebagaimana yang diajarkan oleh mazhabfiHgedua,perwalian

pernikahan dalam kasus yang terjadi di KUA Kecamatérosari karena

39 Departemen AgamaJU No.1/1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
Kompilasi Hukum Islam di Indonesi8imas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta4,26.
134.
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wali enggan menikahkan, maka pernikahan itu dapaakilkan kepada
Kepala KUA selaku sultan atau hakim di tempat pengasn yang telah
dewasa itu dengan calon mempelai laki-laki tersebut

Menurut Amir Syarifuddin yang juga mengutip pendapanhur
ulama bahwa jika wali agrob itu tidak memenuhi ayayarat wali, seperti
belum baligh, bukan muslim dan lainnya. Maka hakwpdian tersebut
dapat berpindah kepada wali ab’ad menurut urutar®gdangkan jika yang
menjadi alasan adalah karena wali aqrob itu sedaigksanakan haji maka
hak perwalian tidak jatuh kepada wali ab’ad akaapiejatuh kepada wali
hakim secara kewalian umum. Demikian pula wali hraku dapat menjadi
wali nikah yang menggantikan wali nasab, jika vearob atau wali nasab
itu sudah tidak ada, atau mereka dalam keadaded atau menghalang-
halangi tanpa sebab yang dapat dibenarkan. Danubpgia apabila wali
nasab itu sedang berada dalam tempat yang berlalaanjauh yang
mencapai dua marhalah (sekitar 60 KM) perjaldfian.

Dua hal tersebut dapat sesuai dengan kondisi simgmran itu, yakni
sudah dewasa, mampu, dan juga sehat akalnya jugaskea sedang dalam
jarak yang jauh yang tidak memungkinkan wali nagalumtuk ada dalam
akad pernikahannya. Maka pernikahan yang dilandsungantara
perempuan itu (Putri Nala Pilar) dengan mempelki-l&ki (Nur Hadi)
adalah sah secara hukum syari dan UU Perkawinai Nahun 1974.

Namun demikian pernikahan tersebut juga harus ulisiesn pada aspek dan

% Amir Syarifuddin,op.cit h. 78.
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tujuan dan manfaat atau hakekat perkawinan ituisesehingga bukan
hanya karena nafsu semata tetapi atas dasar kebutohnusiawi sesuai
dengan asas kaidah fighiyyabh:

Madolis HpaY)
“Tiap perkara tergantung maksudnya”.

Maka walaupun dalam keadaan sebagaimana telahgkig di atas,
yakni tanpa menyertakan wali dalam akad pernikah@reka, tetap
didasarkan pada niat dan tujuan syara’. Selairurtupernikahan tersebut
pula diharapkan agar menjadi solusi untuk tidaketemus ke dalam
madlarat yang lebih lagi, seperti perzinaan antduknya. Sebagaimana
yang dimaksudkan dalam kaidah fighiyah:

o N g e N
“Tidak boleh memberi mudarat dan juga membalas kizmaian”.

Dengan demikian pernikahan antara (Putri Nala Pidgngan
mempelai laki-laki (Nur Hadi) tersebut yang sudama-sama dewasa
adalah sah dan sesuai dengan niat yang baik saksuoh dan tujuan dari
pernikahan tersebut.

Maka pada kesimpulan akhirnya bahwa wali tetap au@n]
keharusan dalam setiap akad nikah, sehingga batalatkehadirannya.
Namun dalam keadaan tertentu keharusannya dapgeseer menjadi

sesuatu yang tidak diharuskan karena alasan-aj@sandapat dibenarkan.

“1 Abi Fadhil Jalaluddin Abdur Rahman As Suyuti, Asybah wa An-NadhaiBeirut,
Libanon: Dar al Fikr, 1997, h. 16.

2 Nashr Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammazzém,Qawa’id Fighiyyah
Jakarta: Amzah, 2009, h. 17.
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Jadi yang dilakukan oleh PPN KUA Kecamatan Wirosaalam
menyelesaikan wakdlal yang terjadi, ditinjau dari hukum munakahat dan

ushul figih tidaklah bertentangan.



